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SALINAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

e

GUBERNUR SUMATERA UTARA

babwa dengan telah ditetapkannya Undang — undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan aias Undang - undang No.18 Tahun 1997
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah, maka Peraturan Dacrah
tentang Pajak Kondaraan Bermotor perlu discsuaikan.

_ bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a

perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor
dengan menambah pengaturan Pajak Kendaraan di  Atas Air yang
diictapkan dengan Peraturan Dacrah.

. Undang — undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).

. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684 ).

. Undang — undang Nomor 18 'lahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3683).

. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 icniang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa ( T.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ).

Jndang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).

. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusai dan Daerah (Lembaran Negara Talnn 1995
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

. Undang — undang Nomor 34 ‘Fahun 2000 tentang Perubahan atas Undang

— undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048).

8. Peraturan ...
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138).

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan, dan Dentuk Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 3)

Dengém Persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

| Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

& o

Dacrah adalah Propinsi Sumatcra Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Kepala Dacrah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumaltera Ulara.

Pajak Dacrah yang selanjuinya disebut Pajak, adalah juran wajib yang dilakukan olch orang
pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah dan pembangunan Daerah.
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya
yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat  alat berat dan
alat - alat besar yang bergerak.

Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi
tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan yang digunakan di
Atas Air.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air selanjutnya disebut Pajak adalah
Pajak yang dipungut aias kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermoior dan
kendaraan di atas air. «

i Jenis...




Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis Kendaraan Bermotor sé¢bagaimana dimaksud di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

» Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Dacrah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu ) bulan takwim atau
jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

. Tahun Pajak adalah jangka wakin yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali

bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyctorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang olch
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut keteniuan
peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor/Kendaraan di Atas Air yang
selanjutnya disingkat SPPKB/SPPKA adalah surai yang digunakan olch Wajib Pajak untuk
melaporkan data objek pajak dan Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut peraturan per-undang - undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Dacrah atau ke tcmpat pecmbayaran lain yang ditctapkan olch Kcpala Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat kelelapan pajak yang menentukan iambahan alas jumlah pajak yang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vang sclanjutnya disingkat SKPDILB adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak vang terutang atau tidak seharusnya terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPIDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

y. Surat ...
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y. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
~ tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

g Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin Kendaraan Bermotor yang
i ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.

aa. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan.

bb Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
| perundang - undangan perpajakan dacrah vang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
' Surai Keietapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keietapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah T.cbhih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau Surat Tagihan Pajak Dacrah.

¢c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perscroan komanditer, perscroan lainnya, Badan Usaha Milik Ncgara atau Dacrah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

hd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan Daerah.

ee. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Peinyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sclanjutnya discbut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukii yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
| dibidang pcrpajakan Dacrah yang terjadi dan mencmukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasail 2

i
Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dipungut atas kepemilikan
dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
di Atas Air.
(2) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air meliputi -

a. Kendaraan di Atas Air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M? atau kurang dari GT 7.

b. Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan
mesin berkekuatan lebih besar dari 5 PK.

¢. Kendaraan di Atas Air uniuk kepeniingan pesiar perscorangan yang melipuii
yacht/pleasure ship/sporty ship.

d. Kendaraan di Atas Air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Pasal 4 ...




Pasal 4

I;Dikecualikan dari objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor
tlan Kenderaan di Atas Air oleh :

4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga
Internasional dengan azas timbal balik.

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pabrikan atan Importir kendaraan Bermotor Baru yang semata - mata tersedia untuk
dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalulinias bebas.

Wisatawan asing yang berada di Dacrah dalam wilayah Indonesia untuk wakmu yang tidak
lebih lama dari 90 ( sembilan puluh ) hari berturut - turut.

Yang tidak dipergunakan, karena disegel atau disita oleh negara.

Orang/pribadi atau badan atas Kendaraan di Atas Air perintis.

Badan Usaha Milik Negara/Dacrah yang memiliki Kapal Pandu dan Kapal Tunda untuk
keperluan keselamatan.

mo
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| Pasal §

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas
Air.

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan
yang mcmiliki Kendaraan Bermotor dan atau Kondaraan di Atas Air.

(?) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
" a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya
b. Uniuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(Ijl) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dibitung sebagai perkalian dari dua unsur
pokok :

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

b. Bobot yang mencerminkan sccara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Sedangkan dasar pengenaan pajak Kendaraan di Atas Air hanya dihitung berdasarkan
Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.

(i!) Nilai jual Kendaraan Dermotor atau Kendaraan di Atas Air diperolch berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor atau Kendaraan di Atas Air.

(3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual
| Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor — faktor

i
|

a. Isisilinder ...
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Isi silinder dan atau satuan daya
Penggunaan Kendaraan Bermotor.
Jenis Kendaraan Bermotor

Merek Kendaraan Bermotor

ao oo

&

Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor
- IL Beral tolal Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
' & Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

4) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan di Atas Air tidak diketahui, Nilai Jual
- Kendaraan di Atas Air ditentukan berdasarkan fakior — fakior :

a. Penggunaan Kendaraan di Atas Air

Jenis Kendaraan di Atas Air

¢. merek Kendaraan di Atas Air

d. 'l'ahun pembuatan atau renovasi Kendaraan di Atas Air

¢. Isi kotor Kendaraan di Atas Air

f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan
g Dokumen impor untuk jenis Kendaraan di Atas Air tertentu

&

(i) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor — faktor -
" a. Tekanan gandar
' b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor
- ¢. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor

(6) Tata cara penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
- Air scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),
 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan

pertimbangan Menteri Keuangan,

(7$ Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air belum
tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah menetapkan

dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dimaksud, dan
- memberitahukannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(8)i Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali setiap tahun.

‘ Pasal 7
( li Tarip Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bukan umum.
'b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan umum.
<. 0,5 % (selengah porsen) untuk kendaraan alat-alal berat dan alat-alat besar.

(2) Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air sebesar 1,5% (satu setengah persen)

| Pasal 8

(1) Besarnya pajak terulang dihitung dengan cara mengalikan iarif sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan
‘ayat (7).

) Pajuk ...
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(2) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di wilayah
| dacrah tempat Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Alas Air terdafiar.

($) Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Alas Air yang karena sesualu dan lain hal berada
di luar wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air terdafiar
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib didafiarkan

- di daerah tempat Kendaraan Bermotor tersebut berada.

Pasal 9

(lb Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak 12 (dua
~belag) bulan berturut-turnt terhittng mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor dan atan
Kendaraan di Aias Air.

(2D Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dibayar sckaligus di muka.

BABIV
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 10

(1) Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.

(2) Apabila terjadi pomindahan Kenderaan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air dari satu
- dacrah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti
pelunasan Pajak Kenderaan Bermotor dan kenderaan di Atas Air di daerah asalnya berupa

' surat keterangan fiskal antar Daerah.

(3} Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air merupakan satu kesatuan
dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air lainnya,

BARYV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

(l)iMasa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut — turut yang merupakan tahun pajak,
«dimulai pada saai pendaflaran kendaraan bermotor dan Kendaraan di Alas Air.

(2) Kewajiban Pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena sesuatu hal besamya
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

(3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
Pasal 12
(1) Sctiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

3) SPTPD ...

7.




(3) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah
. paling lama :

a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan.
b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirmya masa pajak.

c. 32 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi Kendaraan pindah dari luar
erah.

!

) Agabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dalam masa
. pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan
menggunakan SPTPD.

Pasal 13

(1) SPIPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

" a. Nama dan alamat lengkap pemilik.
b. Jenis, merek, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin.
e Gandengan dan jumlah sumbu.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
- Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

( Ib Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pajak ditetapkan dengan
- menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,

(2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh
- Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

|
1

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
" menerbitkan :

' . Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar dalam hal :

1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
! tidak atau kurang dibayar.

2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Dacrah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur sccara tertulis.

3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung sccara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan
| atau data yang semuia belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
~ yang terutang,

‘. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya
dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2) Jumiah ...
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) Jumlah. kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
| scbagannana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
| administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
- alau (erlambal dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empatl) bulan dihifung

sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar
- Tambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksj administrasi
- berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(41) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
' melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(i) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
- scbesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
- bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
ferutangnya pajak.

Pasal 16

(II) Kepala Dacrah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b. Dari hasil penclitian Sural Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran
1 sehagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,
¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana
~dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huraf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
- bunga scbesar 2% (dua persen) sctiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
- saat terutangnya pajak.

(31 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah Jjatuh tempo dikenakan
~sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan, ditagih melalui Surat
- Tagihan Pajak Daerah.

(4) Bentuk, isi dan Tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berpedoman
' kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri. ,

BAB VII
TATA CARA PEMBAY ARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17
(1) Pembayaran Pajak dilakukan pada saat pcndaftaran.
(2) Pajak dilunasi selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
'Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda
‘pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) 1atacara...
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(4b Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(SD Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atan tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

(61) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan hiaya pemungutan sehesar
' 5 % ( lima persen ).

(7? P_cdom;m tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
;dxtetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan  Menteri
Keuangan.

Pasal 18

(lj Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembcetulan, Surat Kcputusan Kcberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
 dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
‘undangan yang berlaku.

‘ | Pasal 19

(l)gPemilik Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air yang telah membayar lunas
|pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning,

(2) Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kendaraan Bermotor harus ditempatkan
pada tanda nomor Kendaraan Bermotor depan dan/atau belakang, baik untuk kendaraan
beroda empat atan lebih maupun Kendaraan beroda dua atau tiga, sementara untuk
Kendaraan di Atas Air dilengketkan pada bagian depan Kendaraan di Atas Air.

3) EBcntuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pclunasan pajak dan ponning, ditctapkan olch Kcpala
Dacrah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII1

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGIUJRANGAN
. % SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 20

(1) Kepala Dacrah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD
atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah.

(2) Kcpala Dacrah dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah,
dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tatacara...




(8) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan  atau
. pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan
+ Kepala Daerah,
BABIX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 21
(l!) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Naerah atau pejabat yang
. ditunjuk atas suatu :
. a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

. €. Pemotongan atau pemungutan olch pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
: undangan perpajakan daerah yang berlaku,

(2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan — alasan
- yang jelas

&

“P‘ o

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajb
 Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
 jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

(S)j Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

(G)i Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
‘pajak.

Pasal 22

(1) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
’keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(Z)ichumsan Kcpala Dacrah atas keberatan dapat berupa mencrima scluruhnya atau scbagian,
‘menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)!Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dacrah
tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding, hanya kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam Jjangka waktu 3 (tiga) bulan scjak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan ...

11




3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
. penagihan Pajak.

Pasal 24

Apab.fla pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
Kelebihan pembayaran_ pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

i

BABX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

| Pasal 25

Kepala Dacrah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pasal 26

T{'ata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kenderaan di Atas Air ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

BABXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

|
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- kepada Kepala Dacrah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
- permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau
| Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
- pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
~ bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
- dahulu utang pajak dimaksud.

(5$ Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
~sejak diterbitkannya SKPDIB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
- Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
- bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
- imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
| pajak.

Pusal 28 ...
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Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana
dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BABXII
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 29

Hasil Pencrimaan Pajak sebagai berikut :
(1) Untuk Dacrah sebesar 70% (tujuh puluh persen) ;

(2) Untuk Daerah Kabupaten / Kota di wilayah Daerah memperoleh 30% (tiga puluh persen),
dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah Kabupaten / Kota yang
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah Kabupaten / Kota.

(3) Persentase Pencrimaan pajak Kabupaten /Kota sebagaimana pada butir (2) diatas untuk aspek
pemcratan dan potensi akan diatur Icbih lanjut olch Kepala Dacrah.

BABXIII
KADALUWARSA

Pasal 30
(i) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka wakm 5
- (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
| tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
b, Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
- tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga
- merugikan kevangan dacrah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
| tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD) atau mengisi dengan tidak
~ benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
- keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
- banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tixxdak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak.

BAR XV ...
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BAB XV
PENYIDIKAN
| Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

® Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

| a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
; dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.
- b, Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
: tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sechubungan dengan tindak pidana
perpajakan daerah tersebut.
- ¢ Meminla kelerangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau badan schubungan dengan
i tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
d. Memeriksa buku-bukn, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan dacrah.
- €. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii pembukuan, pencatatan, dan
f dokumen — dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
£ Meminta banman tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
| di bidang perpajakan daerah.
. & Menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang meninggalkan ruangan alau tempai pada
i saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen
yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf .
' h. Memotret sescorang yang beirkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
‘i Memanggil orang untuk didengar keleranganmya dan diperiksa scbagai tersangka aiau
saksi.
'J-  Menghentikan penyidikan. ,
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
- perpajakan dacrah menurut hukum yang dapal dipertanggung jawabkan.
(3j Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
- menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi

‘Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
| Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

(l)§Pemung|1tan Pajak Kendaraan di Atas Air diberlakukan yang objeknya atas Kendaraan di
(Atas Air sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, ¢ dan d. Peraturan Daerah ini..

(2) Kendaraan di Atas Air yang mempergunakan ukuran isi kotor kurang dari 20 M? atau kurang
dari GT 7 scbagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) huruf a. Peraturan Daerah ini, sepanjang

belum diatur mengenai objok Pajak Kendaraan di Atas Air ukuran GT 7 sampai dengan GT
34, pemungutan pajaknya belum dapat dilaksanakan.

) objek ...
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(3) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paeai 1m,
sepaniang telah diatur mengenal ukuran GT 7 sampai dengan GT. 34, pemunguian l’a;ak mi’
dapai diberiakukan lermasuk GT. 7 sampar dengan GT 34,

BADXVIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
1

voluim diatur dalara Peraturan Dacrah i scpanjang mengenai pelaksanaannya
h Kepala Dacrah.

Hal-hat yang
ditetapkan ole
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan IJaerah ini, maka Peraturan Dacrah Propinsi Sumatcra Utara
Nomor 9 Tahun 1998 feniang Pajak Kendaraan Rermotor (Lembaran Dacrah Propinsi Sumatera

1 (\l\l'l

Utara Nomor 29 Scii A Nomor 1 Talwn 1 998) dinyaiakan tidak beriaku.
Pasal 37
Peraturan Dacrah ini berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang me ngetahuinya, mem

rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempaiannya dalem Lembaran I}dbrd g

e
Propinsi Sumaicra Ulara.

Disahkan di Medan
Pada tanggal 30 Juli 2002
GUBERNUR SUMATERA UTARA
dto
T. RIZAL NURDIN

Piundangkan di Medan

Pada Tanggal e G 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

AA

PEMBINA UT/

Lembaran Dacrah Propinsi Sumatcra Utara
q‘“!i(u .RKJ‘JL?‘]\ h r [irli
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TENTANG
' PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

I Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 ‘I'ahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
Daecrah.

1 Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut perls menekankan pringip - prinsip
. | demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan akuntabilitas serta
- memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
Pajak Dacrah merupakan salah satu sumber Pendapatan Dacrah yang peniing guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Untuk ini semua, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah disesuaikan mengikuti perkembangan keadaan dengan dikelnarnya
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah.
Uniuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, maka ielah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal terscbut, maka pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
| perlu disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 34 lahun 2000, sehingga amanat dari
1 Undang - Undang dan Peraturan pelaksanaannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat diwujudkan .

Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Pajak Kendaraan
Bermotor disatukan menjadi satu Perda, disamping guna memperolch efisiensi kerja juga
dikarenakan terdapat persamaan ketentuan - keieniuan yang mengatur kedua jenis Pajak ini.

II. Pasal demi Pasal ...
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II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 hurufa s/d ee
Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Huruf a

Huruf b

Hurufcs/d h

Pasal 5

Pasal 6
Ayat 1

Ayat 2

Ayat 3 dan 4

Ayat s
Huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Pajak dilakukan pemungutannya dengan sistim/cara official
assesment.

Termasuk dalam Objek Pajak  Kendaraan Bermotor yaitu
Kendaraan Bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat
a.] dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan,
pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan sarana
olah raga dan rekreasi, termasuk Kendaraan alat-alat berat dan
alat besar seperti a.1 forklif, buldoser, traktor, wheel loader, log
loader, skider, shovel, motor grader, cxcavator, vibrator,
compactor, backhoe, dil.

Termasuk pengertian air dalam Kendaraan di Atas Air adalah
Kendaraan di Atas Air yang digunakan di laut, Danau, sungai
dan perairan daratan lainnya.

Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas  Air untuk Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tidak
dikecualikan sebagai objek Pajak.

Pembebasan kepada Pemerintah Pusat, Daerah,
Kabupaten/Kota hanya diberikan jika pembelian dan biaya
pemeliharaan dibayar dengan APBN/APRD.

Ketentuan ini berpedoman kepada Keputusan Menteri
Kcuangan .

Cukup jelas

Dalam hal Wajib Pajak perseorangan atau badan menerima
penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang
Jjumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum
dilunasi, maka pihak yang menecrima penyerahan bertanggung
Jjawab atas pelunasan pajak tersebut

Cukup jelas
Cukup jelas

Faktor-faktor nilai jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air dalam pasal ini tidak harus scmuanya dipcrgunakan
dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor maupun
kendaraan di Atas Air.

Cukup jelas

Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan a.l, solar,
bensin, dll.

Huruf c ...
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Huruf ¢
Ayat 6
Ayat 7
Ayat 8

Pasal 7
Pasal 8
Pasal o

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
. Pasal 21
| Pasal 22

- Pasal 23

- Pasal 24

Pasal 25

" Pasal 26

Ciri - ciri mesin a.l : 2 tak atau 4 tak, 1000 cc atau 2000 cc.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jeias

Cukup jelas

Pemungutan Pajak Kcendaraan Bormotor mcrupakan  satu
kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor
lainnya seperti pola SAMSAT kecuali untuk alat-alat berat atau
alat-alat besar yang tidak menggunakan STNK

Pemungutan Pajak Kendaraan Di Atas Air merupakan satu -
kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan di Atas
Air lainnya seperti surat — surat Kendaraan di atas (kapal) yang
dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atau Syahbandar.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang
karena sesuatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan maka
dapat dilakukan restitusi.

Batas waktu yang diatur dalam pasal 12 ayat 3 adalah
merupakan jatuh tempo pembayaran.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 27 :  Cukup jelas
Pasal 28 :  Cukup jelas
Pasal 29 : Pembagian Hasil Penerimaan Pajak diperhitungkan dari
realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya pemungutan.
Pasal 3¢ : Cukup jclas
\' Pasal 31 . Cukup jelas
Pasal 32 1 Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas

- Pasal 34 : Pengaturan mengenai ukuran Kendaraan di Atas Air dengan
GT yang mcenjadi Objck Pajak ditctapkan dalam P.P. Nomor
65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah pada Pasal 8 ayat (2)
huruf a, sedangkan ukuran GT 7 sampai dengan GT 34 sama

sekali tidak ada diatur.
® - Pasal 35 : Cukup jelas
. Pasal 36 : Cukup jelas

" Pasal 37 :  Cukup jclas




